KORUPTOR PROYEK REBOISASI DISHUT BURSEL DIEKSEKUSI

Siwalimana

Tim Tangkap Buronan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengeksekusi, Janwar Resky
Polanunu, Koruptor Proyek Penyalahgunaan Anggaran/Dana Reboisasi dan Pengkayaan Pada
Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Janwar Resky Polanunu buron selama dua
tahun. Pelariannya berhasil dilacak Tim Kejati Maluku. Janwar Resky Polanunu ditangkap di
Kawasan Perumahan BTN Kanawa Indah, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
Selasa (20/10).

“Salah satu dari tiga terpidana kasus korupsi yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO),
sudah berhasil diamankan oleh Tim Tangkap Buronan atau Tim Tabur Kejati Maluku dari
Kawasan BTN Kanawa. Saat ini kita masih mencari keberadaan dua terpidana lainnya, termasuk
rekanan pelaksana pekerjaan proyek yang sejak awal penanganan perkara telah menghilang,” jelas
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati
Maluku, Sammy Sapulette kepada, Selasa (21/10).

Sammy Sapulette menyebutkan, setelah diamankan oleh Tim Tabur Kejati Maluku, Janwar
Resky Polanunu telah diserahkan kepada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) untuk dieksekusi.
Terpidana perkara korupsi ini masuk dalam DPO Kejaksaan Negeri Buru sejak 05 Desember 2018.
Janwar Resky Polanunu adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kasus
Penyalahgunaan Anggaran/Dana Reboisasi Dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan

Kabupaten Buru Selatan.
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Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang
bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Muhammad Tuasamu dan Syarif Tuharea
sebagai Bendahara Pengeluaran, juga telah ikut dipidana. Keduanya saat ini masuk dalam DPO
dan dalam proses pencarian. Sedangkan rekanan pelaksana pekerjaan sejak awal penanganan
perkara telah menghilang. Janwar Resky Polanunu dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 2726 K/PID.SUS/2017,tanggal 27 Februari 2018 yang menguatkan
Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT.Ambon, tanggal
01 Agustus 2017.

Janwar Resky Polanunu dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama, dan divonis lima tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider enam bulan
kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp20 juta subsider enam bulan kurungan.
Sebelumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan
Negeri Ambon Nomor 46/PID.SUS-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 05 Mei 2017, Janwar Resky
Polanunu divonis satu tahun 10 bulan penjara.

Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum banding pada pengadilan Tinggi
Ambon dan Janwar Resky Polanunu dijatuhi lima tahun penjara, diperkuat oleh Putusan
Mahkamah Agung RI. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp.2.136. 162.516,
64, berdasarkan penghitungan Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-588/PW25/5/2016, tanggal 11 November 2016.

Sumber Berita:
Siwalimanews.com, Koruptor Proyek Reboisasi Dishut Bursel Dieksekusi , 21 Oktober 2020
https:/siwalimanews.com/koruptor-proyek-reboisasi-dishut-bursel-dieksekusi/[diakses  pada

21 Oktober 2020].

Catatan:
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis
tindak pidana korupsi adalah:
a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
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b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara;

c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau
wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau
janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1),
menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian

tersebut.
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